BAB I1
KONSEP PARTICIPATIVE VICTIM TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI
OBAT PEMBESAR PAYUDARA SECARA ONLINE DAN CYBER CRIME
A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan
kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos,
tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-
peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang
dengan ancaman pidana.*

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok
orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum
pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana
mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana
adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai
dengan uraian undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah
kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan
kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu
tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik

L Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Him 70
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itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut

timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam

beberapa macam antara lain :

1.

Orang yang Melakukan (daader Plagen)

Orang ini bertindak sendiri dalam mewujudakn segala maksud suatu
tindak pidana

Orang yang Menyuruh Melakukan (doen Plagen)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang
menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku
utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain
yang hanya merupakan alat saja.

Orang yang Turut Melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam
tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang
melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede
plagen).

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan
sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang

dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang
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hasutannya memakai cara-cara memberi  upah, perjanjian,

penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar
feit "tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya
dimaksud dengan perkataan “tindak pidana “tersebut. Secara harfiah perkataan
tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang
dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum
sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan,
ataupun tindakan?.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara resmi.
Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk
kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia
maupun oleh gejala alam?,

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari
oleh Amir llyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:®
1. Subjek
2. Kesalahan

3. Bersifat melawan hukum dari sautu tindakan

’P.AF. La mintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 181.

2 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, him. 33.

* Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002.Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, him. 211.
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4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan
terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana
atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah
dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya
suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat
di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur
objektif.
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :*
1. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa)
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-

lain

4 Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 193-194
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4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai
negeri
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat
yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.
Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan
sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut
merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini  harus diarahkan untuk memelihara dan
mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu
untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak
diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku
benar-benar berjiwa luhur.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak

pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana
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senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu
aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai
dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini
maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang
berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai
pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah
diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat,
oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian
juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan
pidana, maupun peristiva hukum dan sebagainya itu adalah untuk
mengalihkan bahasa dari istilah asing straftbaar feit namun belum jelas
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah straftbaar feit dimaksudkan
untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar
kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian
istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga

dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar
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norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar
dijatuhi pidana.®
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya,
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas.
Principle of legalit asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih
dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa
latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik,
tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von
Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud
mengandung tiga pengertian yaitu:®
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi

untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya

> http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7180/, diakses pada
tanggal 19 April 2016
® ibid


http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7180/
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yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan.
Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-
bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld)
yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan
hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus
bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah
dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa
telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang
maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal
yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya,
maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan
yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur
objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di
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dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di
lakukan.’

Telah dikatahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada
yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui
bagaimana hukumnya tentang sesuatu persoalan, maka aturan hukum itu
dirumuskan. Demikian pula keadaanya dalam hukum pidana. Perumusan
aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan
Undang-undang lainnya.

Syarat pertama untuk memungkinkan penjatuhan pidana ialah adanya
perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini
adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya
sebagai prinsip kepastian. Undang-undang hukum pidana sifatnya harus pasti,
didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa
yang diperintahkan. Pernah ada peraturan di Jerman, ketika diduduki oleh
pihak sekutu setelah perang dunia II, yang berbunyi : “Barang siapa berbuat
bertentangan dengan kepentingan angkatan perang sekutu dipidana (Wer
gegen Interessen der allierten Streitkrarte handelt, wird bestraft). Perumusan
delik sedemikian itu tidak cukup karena lukisan syarat-syarat untuk
pemidanaan tidak pasti.

B. Pengertian Korban Tindak Pidana
Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi

perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada

’ Drs. P.AF. Lamintang, SH.Dasar-dasar Hukum Pidanalndonesia; Bandung, PT. Citra
Aditya Bakti, 1997, Him 193
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pelaku kejahatan (Offender Oriented), padahal bagaimanapun pertumbuhan
dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban,
yang secara etiologis korbanadalah pihak yang mengalami kerugian dan
sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun
tidak terhadap pelaku kejahatan. Kurangnya perhatian terhadap korban
nampak jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan
pidana. Padahal harus dipahami bahwa bergeraknya sistem peradilan pidana
karena peranan korban juga.

Dalam sejarah dikenal beberapa stilah, Korban dalam arti sacrifice
artinya bentuk korban (pengorbanan) yang dikaitkan dengan hal-hal yang
bersifat metafisik, supranatural, misalnya korban dalam upacara keagamaan
dan sejenisnya, untuk persembahan dewa, pengampunan, penghormatan,
ungkapan terimakasih, penebusan dosa, dan lain-lain. Propitiatory, untuk
meminta belas kasih dewa, Holocaust, pengorbanan pembakaran.®

Pada awalnya, di tahun 1880-an, viktimologi adalah sekadar studi
kejahatan yang mempergunakan perspektif korban. Perhatian terhadap korban
kejahatan baru dimulai pada tahun 1937, yang diawali oleh Mendelsohn yang
menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban, istilah Viktimologi baru
muncul pada tahun 1947 setelah diperkenalkan oleh Mendelsohn. Sebelumnya
pada tahun 1941, Hans von Henting menulis sebuah atikel tentang korban
yang berjudul Remaks on Interaction of Perpretator and Victim.®

Pengertia Viktimologi mengalami 3 fase perkembangan, yaitu :

® http://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2
° Ibid, diakses pada 6 April 2016
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1. Fase Pertama : Pada awalnya Viktimologi hanya mempelajari korban
kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special
victimology.

2. Fase Kedua : telah mencakup korban kecelakaan, pada fase ini disebut
sebagai general victimology.

3. Fase Ketiga : Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu
mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak
asasi manusia, pada fase ini dikatakan new victimology.

Teori-Teori Viktimologi Kontemporer, antara lain :

1. Situated Transaction Model (Luckenbill, 1977): dalam hubungan
interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes
karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat
menjadi konflik fisik yang vatal

2. Threefold Model (Benjamin & Master): kondisi yang mendukung
kejahatan terbagi 3 kategori: precipitating factors, attracting factors,
predisposing (atau socio- demographic) factors

3. Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979): Kejahatan dapat
terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat,
pelaku yang termovitasi dan ketiadaan pengamanan.

Korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut, bahwa
korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita
kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang

berlaku di suatu negara., termasuk peraturan-peraturan yang melarang
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penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk juga orang-orang

yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun

belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku,
tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia
yang diakui secara internasional.’

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan
adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam
terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah
korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban,
pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengeni korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas
mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.*

2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya
itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk

menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut. *?

1% http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/08/viktimologi.html, diakses pada tanggal 6
April 2016
1 Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, him
63
2 Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. Genta, Jakarta, 2009, him 9


http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/08/viktimologi.html
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3. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual
maupun Kkolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau
mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-
haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan
kekuasaan.'®

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat
dilihat bahwa korban pada dasrnya tidak hanya orang orang-perorangan atau
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan
yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih
luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari
korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban
mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah ter.jadinya korban tindak
pidana.

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2).
Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi
Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan
Kekuasaan sebagai berikut: “orang yang secara individual maupun kelompok

telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan

B Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. Semarang 1997, him 108
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emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak
dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena Kkelalaian (by
omission).”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban
yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga
mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang
dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri kehilangan suami, anak
yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain
sebagainya.

Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya
korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah

2. Yang jadi korban karena kelalaiannya

3. Yang sama salahnya dengan pelaku

4. Yang lebih bersalah daripada pelaku

5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku
dibebaskan)

Dalam terjadinya suatu tindak pidana di suatu negara hendaknya
pelaku korban kejahatan mendapatkan perlindungan hak-haknya untuk
menyeimbangkan hal tersebut maka perlunya suatu peraturan yang mengatur
tentang perlindungan korban kejahatan. Di Indonesia sendiri ada undang —

undang yang mengatur tentang hal tersebut seperti dalam Pasal 28 A sampai
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dengan pasal 28 J. Bunyi pasal — pasal 28 D, 28 G, 28 | dan 28] ayat (1)
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-2.
Bunyi pasal — pasal Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
Amandemen ke-2 sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini :
1. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
3. Pasal 28 | ayat (2), menyebutkan :
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu”.
4. Pasal 28 | ayat (1), menyebutkan:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun”.
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Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum Nasional,
posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistim
Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau
hanya sebagai saksi. Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana
sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam,
terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cidera
pisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan,tentunya harus
disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut
sebelum,pada saat,dan setelah memberikan kesaksian.Jaminan ini penting
untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan
benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak
tertentu.Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri,sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 26 KUHAP.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang
perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidah hanya banyaknya
jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa
dan Negara.

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi,

lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat

penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmaterial.
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2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian
dalam  menjalankan  fungsinya yang menimbulkan  Kkerugian
berkepanjangan akibat dari keijakan pemerintah, kebijakan swasta,
maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup adalah  setiap  lingkungan alam yang
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia
dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan
kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah
mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh
kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu
maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang
diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian
hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial,
hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain yang disebut itu, kiranya untuk korban institusi, masyarakat,
bangsa, dan Negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun
kuantitas dapat ditambahkan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa
kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan,

ruaknya insfrasturktur dan sebagainya.
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2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat,
keresahan masyarakat, kerusakan infrastuktur, terusiknya ketenangan,
kerugian materiil, dan imateriil lainnya.

3. Dalam tindak pidana narkotika, dapat menjadi korban rusaknya generasi
muda, menurunya kualitas hidup masyarakat, dan sebagainya.

4. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan
illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya, lingkungan, tanah tandus,
banjir bandang, serta merusak infrastuktur dan penderitaan rakyat yang
berkepanjangan.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah
pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.tentu ada asap pasti ada
api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan
kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang
didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang
berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban
adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil
untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita
korban (lihat pengertian-pengertian korban) misalnya fisik, mental, ekonomi,
harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi |,
tipologi korban dan sebagainya.

Tentang KUHAP lebih mengutamakan hak — hak tersangka atau

terdakwa juga menyatakan bahwa fungsi kitab undang—-undang Hukum Acara
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Pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat

tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari kesepuluh asas yang

tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP, sebagai berikut :

1.

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak
mengadakan pembedaan perlakuan.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan
undang-undang.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepada seseorang yang ditangkap,ditahan dan dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang — undang dan/atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi
ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para
pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau
dikenakan hukuman administrasi.

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan
serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen

dalam seluruh tingkat peradilan.



10.

50

Setiap orang yang tersangka perkara,wajib diberi kesempatan untuk
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan pengkapan dan/atau
penahan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak
untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum.

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam
hal diatur dalam undang-undang.

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakuan oleh Ketua Pengadilan bersangkutan.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban

“murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenar-

benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai

korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan,

ketidak tauan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan

korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi

warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun

faktor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”.

Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan

sekaligus menjadi pelakunya.
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C. Pengertian Konsep Participative Victim

Karakteristik hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur
hubungan antara negara dengan individu, salah satunya ditandai dengan hak
dan kewajiban korban dalam sistem peradilan pidana yang diambil alih
sepenuhnya oleh negara melalui alat kekuasaannya. Konsekuensinya, korban
memang tidak memiliki banyak peran dalam sistem peradilan pidana karena
polisi dan jaksa sebagai representasi atau perwakilan negara yang “diserang”
dalam konteks terjadinya tindak pidana dianggap telah bertindak untuk
mewakili kepentingan korban dalam rangka memperoleh keadilan. Sifat
publik hukum pidana yang memperlihatkan betapa dominannya peran negara
melalui alat-alat kekuasannya berimplikasi terhadap tidak diberikannya ruang
yang cukup baik bagi korban maupun pelaku untuk menyuarakan apa yang
sebetulnya menjadi aspirasinya yang boleh jadi berbeda dengan apa yang
didakwakan atau dituntut jaksa dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya
dengan mengacu pada proses penyidikan yang telah berlangsung sebelumnya.

Sementara itu, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara
singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan,
salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar
berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Selain bertujuan untuk
mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan berusaha agar mereka
yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya, salah

satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan kejahatan
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yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan

yang bersalah dipidana



